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KEPUTUSAN CAMAT SUKODONO 
NOMOR  :  188/    15    / 427.95/ 2023 

 

T E N T A N G 

 

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  

DI LINGKUNGAN KECAMATAN SUKODONO 

 

CAMAT SUKODONO 
 

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (1) 7 Peraturan 

Bupati Lumajang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Lumajang, perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kecamatan Sukodono ; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, 

perlu ditetapkan Keputusan Camat Sukodono tentang Pembentukan 

Satuan Tugas Penyelenggaraan Pengendalian Internal Pemerintah 

(SPIP) di Lingkungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang. 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur   (Lembaran 

Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) ; 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4389) ; 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ; 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4578); 
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5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 

6. Peraturan Bupati nomor 14 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Lumajang; 

7. Keputusan Bupati Lumajang nomor 188.45/263/427.12/2011 tentang 

petunjuk teknis Pelaksanaan Peraturan Bupati nomor 14 tahun 2010. 

  

M E M U T U S K A N   

Menetapkan  :   

KESATU  : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian                 

Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Kecamatan Sukodono           

Kabupaten Lumajang dengan susunan keanggotaan sebagaimana 

tersebut dibawah ini : 

1. Penanggungjawab   :  Camat Sukodono  

2. Ketua  :  Sekretaris Kecamatan  

3. Sekretaris  :  Kasi Pemerintahan  

4. Anggota  :  Kasi Pemberdayaan Masyarakat  

  :  Kasi Pelayanan Umum 

  :  Kasubag Umum dan Kepegawaian 

KEDUA  :  Penanggung Jawab Satuan Tugas Penyelenggara SPIP mempunyai tugas : 

1. Memberikan arah kebijakan kepada Satgas tentang pelaksanaan dan 

penerapan SPIP di Lingkungan Kecamatan Sukodono Kabupaten 

Lumajang; 

2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan 

keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui 

kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, 

pengamanan aset negara, dan ketaatan pada peraturan 

perundangundangan; 

3. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang 

menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di 

Lingkungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang; 

4. Memantau sistem pengendalian intern di Lingkungan Kecamatan 

Sukodono Kabupaten Lumajang; 

5. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku di Lingkungan Kecamatan 

Sukodono Kabupaten Lumajang; 
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6. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan 

dan penerapan SPIP di Lingkungan Kecamatan Sukodono Kabupaten 

Lumajang; 

7. Menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan 

sumber daya manusia di Lingkungan Kecamatan Sukodono Kabupaten 

Lumajang; 

8. Melaksanakan dan menerapkan SPIP di Lingkungan Kecamatan 

Sukodono Kabupaten Lumajang termasuk melaporkannya kepada 

Bupati Lumajang; 

9.  Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, 

kompleksitas, dan sifat dari tugas Kecamatan Sukodono Kabupaten 

Lumajang. 

KETIGA  :  Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

(SPIP) Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang selain 

penanggungjawab mempunyai tugas : 

1. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan Satuan Tugas baik 

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan 

maupun tata kearsipan yang diperlukan dalam penyelenggaraan 

komponen SPIP; 

2. Membantu dan mendampingi penanggung jawab dalam segenap 

kegiatan penyelenggaraan SPIP; 

3. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang 

diperlukan; 

4. Membuat laporan kegiatan Satuan Tugas secara berkala kepada 

Penanggung Jawab. 

KEEMPAT  :  Masa Kerja Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP adalah selama 1 (satu) 

tahun sejak berakhirnya masa kerja Satuan Tugas tahun sebelumnya. 

KELIMA  :  Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini 

dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan 

Sukodono Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2023. 

KEENAM :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

        Ditetapkan di  Sukodono 

        Pada tanggal :  27 Februari 2023 

CAMAT SUKODONO 

 
 
 

INDRIONO KRISHNA MURTI, AP 
NIP. 19730702 199311 1 001 

 

 

 



Komponen SPIP Sub Komponen

1.    Lingkungan Pengendalian a.    penegakan integritas dan nilai etika;

b.    komitmen terhadap kompetensi;

c.    kepemimpinan yang kondusif;

d.    pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;

e.    pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;

f.     penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang

pembinaan sumber daya manusia;

g.    perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang

efektif; dan

h.    hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

2.    Penilaian risiko a.    identifikasi risiko; dan

b.    analisis risiko.

3.    Kegiatan pengendalian a.    reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan;

b.    pembinaan sumber daya manusia;

c.    pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;

d.    pengendalian fisik atas aset;

e.    penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;

f.     pemisahan fungsi;

g.    otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;

h.    pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan

kejadian;

i.      pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;

j.      akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan

k.    dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta

transaksi dan kejadian penting.

4.    Informasi dan Komunikasi
Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan

mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.

5.    Pemantauan

Pemantauan berkelanjutan (pengelolaan rutin, supervisi,

pembandingan), evaluasi terpisah (penilaian sendiri, reviu, dan

pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern), dan tindak lanjut

rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya

6.  Kategori Resiko SPBE Kategori Resiko SPBE terdiri dari :

1. Rencana Induk SPBE

2. Arsitektur SPBE

3. Peta Rencana SPBE

4. Proses Bisnis

5. Rencana dan Anggaran

6. Inovasi

7. Kepatuhan terhadap Peraturan

8. Pengadaan Barang dan Jasa

9. Proyek Pembangunan/Pengembangan Sistem

10. Data dan Informasi

11. Infrastruktur SPBE

12. Aplikasi SPBE

13. Keamanan SPBE

14. Layanan SPBE

15. SDM SPBE

16. Bencana Alam

UNSUR-UNSUR/KOMPONEN SPIP BERDASARKAN PP  60 TAHUN 2008



Komponen SPIP Sub Komponen

1.    Lingkungan Pengendalian a.    penegakan integritas dan nilai etika;

b.    komitmen terhadap kompetensi;

c.    kepemimpinan yang kondusif;

d.    pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;

e.    pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;

f.     penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang

pembinaan sumber daya manusia;

g.    perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang

efektif; dan

h.    hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

2.    Penilaian risiko a.    identifikasi risiko; dan

b.    analisis risiko.

3.    Kegiatan pengendalian a.    reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan;

b.    pembinaan sumber daya manusia;

c.    pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;

d.    pengendalian fisik atas aset;

e.    penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;

f.     pemisahan fungsi;

g.    otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;

h.    pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan

kejadian;

i.      pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;

j.      akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan

k.    dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta

transaksi dan kejadian penting.

4.    Informasi dan Komunikasi
Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan

mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.

5.    Pemantauan

Pemantauan berkelanjutan (pengelolaan rutin, supervisi,

pembandingan), evaluasi terpisah (penilaian sendiri, reviu, dan

pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern), dan tindak lanjut

rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya

6.  Kategori Resiko SPBE Kategori Resiko SPBE terdiri dari :

1. Rencana Induk SPBE

2. Arsitektur SPBE

3. Peta Rencana SPBE

4. Proses Bisnis

5. Rencana dan Anggaran

6. Inovasi

7. Kepatuhan terhadap Peraturan

8. Pengadaan Barang dan Jasa

9. Proyek Pembangunan/Pengembangan Sistem

10. Data dan Informasi

11. Infrastruktur SPBE

12. Aplikasi SPBE

13. Keamanan SPBE

14. Layanan SPBE

15. SDM SPBE

16. Bencana Alam

UNSUR-UNSUR/KOMPONEN SPIP BERDASARKAN PP  60 TAHUN 2008



7.  KEBIJAKAN FRAUD







KETENTUAN

A SUMBER INFORMASI RISIKO

1 Risiko adalah ketidakpastian  yang menghambat pencapaian tujuan/sasaran yang telah ditetapkan di Renstra (Risiko tidak tercapainya target IKU)

2 Temuan Inspektorat Kabupaten Lumajang (apabila temuan berulang maka probalilitas semakin besar)

3 hasil penilaian / identifikasi/ pemetaan oleh tim internal PD yang dilengkapi dengan Surat Tugas

B NILAI RISIKO

1 Nilai risiko minimal yang masih harus dikelola adalah sesuai  Risk Tollerance atau 15 (3x5 atau 5x3)

2 RTP yang tidak dilaksanakan, maka risikonya dapat tambah besar dan atau tetap namun tidak mungkin turun

C HAPUS RISIKO

PD tidak boleh menghapus risiko karena risiko tidak mungkin nol, penghapusan dikoordiasikan ke Inspektorat

E PENDOKUMENTASIAN RISIKO

1 Risiko PD yang digabung maka daftar dan nilai risiko dipindahkan kepada OPD yang baru

2 PD yang dihapus atau digabung arsipnya diberikan kepada OPD yang baru



SKALA KEMUNGKINAN

Skala Nilai Kemungkinan Probabilitas Kejadian Kejadian Berulang

1 Sangat Jarang Probabilitas        sangat        

kecil, mendekati nol

Mungkin   terjadi   >   5   

tahun kedepan

2 Jarang Probabilitas rendah, 

tetapi lebih besar dari 

pada nol

Mungkin terjadi sekali 

dalam 3 –5 tahun kedepan

3 Kadang-kadang Probabilitas  kurang  

dari  pada 50%, tetapi 

masih cukup tinggi

Mungkin terjadi sekali 

dalam 2 tahun kedepan

4 Sering Mungkin    tidak    

terjadi    atau peluang 

50/50

Mungkin terjadi sekali 

dalam 1 tahun kedepan

5 Sangat Sering Kemungkinan terjadi > 

50%

Dapat    terjadi    beberapa    

kali dalam setahun

Sumber: Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah

Tingkat Kemungkinan Terjadinya Risiko Kecurangan



Deskripsi Probabilitas Likelihood

Sangat Jarang 10% 1

Jarang 30% 2

Kadang 50% 3

Sering 70% 4

Sangat Sering 90% 5

SKALA DAMPAK



Nilai Sebutan

1 Tidak Signifikan

2 Kurang Signifikan

3 Sedang

4 Signifikan

5 Sangat Signifikan

ACCEPTABLE RISK (RISK TOLLERANCE)

Skor 

Risiko
Penanggungjawab

1-3 Dapat Diterima Kepala  OPD

4-6 Dipantau Kepala  OPD

7-14 Diperlukan Pengendaian Manajemen Kepala  OPD

15-19 Harus Menjadi Perhatian Manajemen Sekretaris Daerah

20-25 Tidak dapat Diterima Kepala Daerah

PETA RISIKO

Pelaku Penyimpangan Kerugian Keuangan Negara/Daerah

Dengan Pengendalian Yang Cukup 

Kriteria Manajemen Risiko

<5%        dari        nilai anggaran kegiatan

5% s.d.10% dari nilai anggaran kegiatan

>10%  s.d.  15%  dari nilai              anggaran 

kegiatan

>15%   s.d   20%   dari nilai              anggaran 

kegiatan

Lebih dari 20 hari kalender sampai dengan 30 

hari kalender sejak masa              berakhirnya 

pelaksanaan pekerjaan

Lebih dari 30 hari kalender sampai dengan 40 

hari kalender sejak masa berakhirnya 

pelaksanaan pekerjaan

Lebih     dari     40     hari kalender sampai 

dengan 50 hari kalender sejak masa 

berakhirnya pelaksanaan pekerjaan

Lebih dari 50 (lima puluh) hari kalender sejak 

masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan

Penyelesaian Pekerjaan

KriteriaSkala Dampak

Dilakukan           oleh pejabat empat tingkat dibawah 

PenanggungJawab

Dilakukan oleh pejabat tiga tingkat dibawah 

PenanggungJawab

Dilakukan oleh pejabat  dua  tingkat dibawah 

Penanggung Jawab

Dilakukan oleh pejabat  satu  tingkat dibawah 

Penanggung Jawab

Dilakukan oleh Penanggung Jawab

Sampai dengan 20 hari kalender sejak masa 

berakhirnya pelaksanaan pekerjaan

Dengan Pengendalian Yang Cukup 

Dengan Pengendalian Yang Cukup 

Dapat diterima hanya dengan pengendalian yang sangat baik 

Dapat diterima hanya dengan pengendalian yang sangat baik 

>    20%    dari    nilai anggaran kegiatan



Kemungkinan/ 

Probabilitas
Dampak Skor Dampak Skor

1 Risiko 1 5 (sangat sering) 5 (sangat signifikan) 25 5 (sangat 

signifikan)

20

2 Risiko 2 5 (sangat sering) 5 (sangat signifikan) 25 5 (sangat 

signifikan)

25

3 Risiko 3 5 (sangat sering) 5 (sangat signifikan) 25 4 (signifikan) 16

Almost Certain (5) Moderate (5) High (10)
Extreme 

(15)
Extreme (20) Extreme (25)

Likely (4) Moderate (4) High (8)
Hight 

(12)
Extreme (16) Extreme (20) `

Possible (3) Low (3) Moderate (6) Hight (9) hight (12) Extreme (15)

Unlikely (2) Low (2) Moderate (4)
Moderat

e (6)
Hight (8) Hight (10)

Rare (1) Low (1) Low (2) Low (3) Mederat (4) Moderate (5)

Negligible (1) Minor (2)
Moderat

e (3)
Major (4) Catastropic (5)

5 (sangat sering)

4 (sangat sering)

Setelah Mitigasi

PETA RISIKO (RISK MAP)

CONSEQUENCE >>> (mitigating-contigensi plan menurunkan dampak)

No Uraian Risiko

Sebelum Mitigasi
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Kemungkinan/ 

Probabilitas

4 (sering)



Tidak Signifikan Kurang Signifikan Sedang Signifikan Sangat Signikan

5 Sangat Sering 5 10 15 20 25

4 Sering 4 8 12 16 20

3 Kadang-kadang 3 6 9 12 15

2 Jarang 2 4 6 8 10

1 Sangat Jarang 1 2 3 4 5

Almost Certain (5) Moderate (5) High (10) Extreme (15) Extreme (20)
Extreme 

(25)

Likely (4) Moderate (4) High (8) Hight (12) Extreme (16)
Extreme 

(20)

Possible (3) Low (3)
Moderat

e (6)
Hight (9) hight (12)

Extreme 

(15)

Unlikely (2) Low (2)
Moderat

e (4)
Moderate (6) Hight (8) Hight (10)

Rare (1) Low (1) Low (2) Low (3) Mederat (4)
Moderate 

(5)

Negligible (1) Minor (2) Moderate (3) Major (4)
Catastropi

c (5)
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PETA RISIKO (RISK MAP)

CONSEQUENCE >>> (mitigating-contigensi plan menurunkan dampak)

Skala Kemungkinan
Konsekuensi/Dampak

1 2

31.1

3.1

2.1



Perangkat Daerah : Kecamatan Sukodono

NO JENIS RISIKO Jumlah Risiko Nilai Risiko Bawaan Nilai Proyeksi Risiko Sisa Keterangan

1 RISIKO UMUM  (PP 1A1-UMUM)
A.1 Urusan/Tupoksi/Kinerja Kegiatan Utama 3 52 16

A.2 Pengelolaan Keuangan 2 36 16

A.3 Pengelolaan Barang 1 16 16

A.4 Pengelolaan Kepegawaian 2 16 16

JUMLAH 8 120 64

2 RISIKO KHUSUS SPBE  (PP 1A1-SPBE)

A.1 Umum/Tujuan/Pemanfaatan 2 52

A.2 Infrastruktur/Organisasional/Komponen Sistem Informasi 

(Hardware, Software, Brainware, dll) 5 40

A.3 Operasional/Teknis 1 10

JUMLAH 2 90 45

3 RISIKO KHUSUS FRAUD  (PP 1A1-FRAUD)

A.1 Penyalahgunaan Wewenang, Pemanfaatan Aset, 

Penggelapan Dana, Atau aset tak berwujud lainnya 2 41 18

A.2 Salah Saji Pelaporan Keuangan , laporan keuangan, atau 

sistem laporan keuangan internal 2 50 18

A.3 Suap, pemerasan, Atau Korupsi 4 100 36

JUMLAH 8 191 72

Lumajang, 01 Maret 2023

Mengetahui, SATGAS SPIP

Camat Sukodono Sekretaris Camat

INDRIONO KRISHNA MURTI, AP AGUS SETYAWAN, SE

NIP. 19730702 199311 1 001 NIP. 196511211993021003

REKAPITULASI RISIKO RTP LAMPIRAN FORM PP-1A TAHUN 2022



PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN SUKODONO

TENTANG URAIAN ATURAN TENTANG URAIAN PROSEDUR URAIAN TARGET

(1) (2) (3) (4) (5)=3*4 '(6) (7) (8) (9) (10) (11=9*10) (12) 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

A Urusan/Tupoksi/Kinerja 

Kegiatan Utama
Strategi : meningkatkan kualitas

hasil pengawasan intern 

LP pendelegasian wewenang dan tanggung

jawab yang tepat oleh pimpinan kepada

Sekcam dan Kasie

EC : pelaksanaan pengawasan intern KP dilaksanakan QE

IK Laporan Hasil Pengawasan intern

M Pemantauan Tindak Lanjut

OS Diperlukan inventarisasi masalah atau

kendala 

Strategi: Melakukan BIMTEK secara

berkelanjutan

LP pendelegasian wewenang dan tanggung 

jawab yang tepat oleh pimpinan

meningkatnya

pemahaman dan

tupoksi masing-

masing

Minggu II Januari 

EC: Melakukan Pembnaan,

Pengawasan atas administrasi dan

laporan sesuai peraturan yang

berlaku

KP dokumentasi yang baik atas Sistem

Pengendalian Intern serta file tersimpan

dengan baik

CP: 1) pelaksanaan Pendelegasian 

wewenang ,

2) Pencatatan,

3) pelaporan ,

4) Monitoring oleh Camat

IK Pimpinan Instansi Pemerintah wajib

mengidentifikasi, mencatat, dan

mengkomunikasikan informasi dalam bentuk

dan waktu yang tepat.

M Pemantauan Tindak Lanjut

Strategi: Melakukan BIMTEK secara

berkelanjutan

LP memahami alur penyusunan RKP Desa

dan APB Desa

meningkatnya

kapasitas Aparatur

Desa

Minggu II Januari 

KP peningkatan kapasitas perangkat desa

IK Pimpinan Instansi Pemerintah wajib

mengidentifikasi, mencatat, dan

mengkomunikasikan informasi dalam bentuk

dan waktu yang tepat.

M hadir di desa dalam rangka montoring

3 JUMLAH 52 44 Rata-rata 70% 70% 16

B Pengelolaan Keuangan 

Strategi: Penyelenggaraan Tupoksi LP perwujudan peran aparat pengawasan intern 

pemerintah yang efektif

SK Pejabat Pembuat

Komitmen No : 188/47/

427.95/2022

meningkatnya

pemahaman dan

tupoksi masing-

masing

Minggu III Januari 

EC: Monitoring oleh Camat kepada

Bendahara Pengeluaran setiap

tribulan

KP pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas 

transaksi dan kejadian

CP:CP: 1) pelaksanaan

Pendelegasian wewenang ,

2) Pencatatan,

3) pelaporan ,

4) Monitoring oeh Camat 

IK Pimpinan Instansi Pemerintah wajib 

mengidentifikasi, mencatat dan 

mengkomunikasikan informasi dalam bentuk

M  evaluasi terpisah

Strategi: Koordinasi dengan Desa LP perwujudan peran aparat pengawasan intern 

pemerintah yang efektif

Peraturan dan Juknis

EC: optimalkan koordinasi KP bangun komunikasi yang akurat dan tepat 

waktu atas kegiatan

CP: Efisiensi kegiatan di lapangan IK Pimpinan Instansi Pemerintah wajib 

mengidentifikasi, mencatat dan 

mengkomunikasikan informasi 

M  evaluasi terpisah

2 JUMLAH 36 20 Rata-rata 70% 70% 16

DAFTAR RISIKO  SISA DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN /ACTION PLAN  MITIGASI RISIKO UMUM (1)

TAHUN 2023

70% 4 4 1670%Semua tahapan Penyelenggaraan Pengawasan

Internal (kode 6.01.02)

Operasional Pedoman 

Pelaksanaan 

ABPD 

Januari 20231. Self Blocking    

2. Refocusing

2 2 2 4 132 Terbatasnya Anggaran 4 4 16 01/01/2023

No PERNYATAAN RISIKO PENYEBAB

FORMALISASI DLM SISTEM PENGENDALIAN

Kemungkinan/ 

Likelihood
Dampak Risiko

Rencana Umum Mitigasi risiko 

(Strategi, New existing control, 

new  contigency plan )

Tahapan Proses 

Terdampak (Perencanaan, 

pelaksanaan, Pelaporan, 

pengawasan, Semua 

tahapan)
Kemungkinan/ 

Likelihood
Dampak Risiko

Tingkat Risiko Sisa Per 01/12/2023Existing  Control & Control  Risk

Uraian

efektivitas 

Penerapan 

(Skala 1-5)

Batas 

Toleransi 

risiko

TINGKAT 

EFEKTIVITAS  

PENGENDALIAN 

BARU (NEW 

EXISTING 

CONTROL) 

TERHADAP 

LIKELIHOOD 

RISIKO

JADWAL 

PENYELESAIAN 

PENYUSUNAN/ 

PENYEMPURNAAN 

KSOP RISK BASED

TINGKAT 

EFEKTIVITAS  

PENGENDALIA

N BARU (NEW 

CONTIGENCY 

PLAN) 

TERHADAP 

DAMPAK

KEBIJAKAN (strategic)

Proyeksi Risiko Akhir per …..

Kemungkin

an/ 

Likelihood

Dampak Risiko

DAMPAK (URUSAN/ SUB URUSAN= 

Strategis) / PROGRAM= 

organisasional / Kegiatan dan 

Kode Kegiatan sampai Sub 

kegiatan= operasional)

SOP (organizational/operational)

RENCANA PENERAPAN KEBIJAKAN/ SOP

16

LEVEL (STRATEGIC, 

ORGANIZATIONAL, 

OPERATIONAL)

OrganisationalPenyelenggaraan Pengawasan

Internal (kode 6.01.02)

Pelaksanaan Urusan

Pemerintahan yang

dilimpahkan kepada Camat

KOMPONEN SPIP YANG MASIH PERLU DITINGKATKAN 

DALAM KSOP (Lingkungan Pengendalian -LP, Kegiatan 

Pengendalian-KP, Informasi dan Komunikasi-

IK,Monitoring-M

17

4

Tingkat Risiko Awal (Inherent)

Tanggal 

Penambahan

3 Adanya Keterlambatan dalam 

penyusunan laporan RKPDesa 

dan APBDesa

4 4

Urusan / Tupoksi / Kinerja

Kegiatan Utama
1 16 01/01/20234 16Standar 

Operasional 

Prosedur di 

Lingkungan 

Kecamatan 

Sukodono

4 4Januari 2023 70% 70%melaksanakan QE 

terhadap Hasil 

Laporan Pengawasan

Minggu II Januari Koordinasi 

pengawasan 

dilaksanakan 

pada waktu 

Apel Pagi

34SOP                        PelaksanaanKompetensi Satuan

Tugas Sistem

Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP)

masih terbatas

4 1012

16

801/01/2023

1501/01/2023

4

SOP                  

SOP 

Penyusunan 

dokumen

RKPDesa 

danAPBDesa                 

1 SPJ Belanja Tahun 2022 belum

sepenuhnya sesuai ketentuan

4 5 20 5 4Pengguna 

anggaran

PPK-SKPD,

Bendahara dan 

PPTK

kurang cermat

melaksanakan 

tugas

sebgaimana

ketentuan yang

berlaku

4

4

4SOP Tindak Lanjut 

Hasil Pengawasan

Januari 2023 70%4 Pengguna anggaran

PPK SKPD Bendahara

dan PPTK kurang

cermat melaksanakan

tugas sebgaimana

ketentuan yang berlaku

Pelaporan SOP Belanja dan 

Pelaporan 

Bendahara 

Pengeluaran 

Organisational

70%

Perbup 40 tahun 2018 

OperasionalPenyelenggaraan Pengawasan

Internal (kode 6.01.02)

SK Pejabat 

Penatausahaan 

Keuangan No : 

188/48/427.95/2022

Tugas Pokok Seksi

pemerintahan dan kaur

perencanaan belum optimal

karena kualitas SDM apaur

yang ada pada seksi 

4 4 4 16

16

anggaran terbatas

dalam melaksanakan

kegiatan dilapangan

Januari 2023

FORM PP-1A1-UMUM

70% 70%

4

16

CP : 1) pelaksanaan

Pendelegasian wewenang ,

2) Pencatatan,

3) pelaporan ,

4) Monitoring oleh Camat 

Pempahan

kewenangan 

Bupati Kepada

Camat

SK Tim Penyusunan 

Standart Operqasional 

Prosedur (SOP) Nomor : 

188.45/15/427.92/2021

Pelaporan, pengawasan

2 SOP Tindak Lanjut 

Hasil Pengawasan

Peraturan dan

juknis

Tugas Pokok Seksi

pemerintahan dan kaur

perencanaan belum

optimal karena kualitas

SDM aparatur yang ada

pada seksi 

Januari 2023Adanya tindaklanjut hasil 

pengawasan yang tidak 

terkoordinir secara bertahap di 

laporan SPIP

4 5 20 01/01/2023 164 4 70% 70% 4 4 1610 Bahan tindak lanjut

masih berbentuk format

/ blanko 

Semua tahapan Koordinasi dan konsultasi dengan

OPD terkait

Organisational



TENTANG URAIAN ATURAN TENTANG URAIAN PROSEDUR URAIAN TARGET

(1) (2) (3) (4) (5)=3*4 '(6) (7) (8) (9) (10) (11=9*10) (12) 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

No PERNYATAAN RISIKO PENYEBAB

FORMALISASI DLM SISTEM PENGENDALIAN

Kemungkinan/ 

Likelihood
Dampak Risiko

Rencana Umum Mitigasi risiko 

(Strategi, New existing control, 

new  contigency plan )

Tahapan Proses 

Terdampak (Perencanaan, 

pelaksanaan, Pelaporan, 

pengawasan, Semua 

tahapan)
Kemungkinan/ 

Likelihood
Dampak Risiko

Tingkat Risiko Sisa Per 01/12/2023Existing  Control & Control  Risk

Uraian

efektivitas 

Penerapan 

(Skala 1-5)

Batas 

Toleransi 

risiko

TINGKAT 

EFEKTIVITAS  

PENGENDALIAN 

BARU (NEW 

EXISTING 

CONTROL) 

TERHADAP 

LIKELIHOOD 

RISIKO

JADWAL 

PENYELESAIAN 

PENYUSUNAN/ 

PENYEMPURNAAN 

KSOP RISK BASED

TINGKAT 

EFEKTIVITAS  

PENGENDALIA

N BARU (NEW 

CONTIGENCY 

PLAN) 

TERHADAP 

DAMPAK

KEBIJAKAN (strategic)

Proyeksi Risiko Akhir per …..

Kemungkin

an/ 

Likelihood

Dampak Risiko

DAMPAK (URUSAN/ SUB URUSAN= 

Strategis) / PROGRAM= 

organisasional / Kegiatan dan 

Kode Kegiatan sampai Sub 

kegiatan= operasional)

SOP (organizational/operational)

RENCANA PENERAPAN KEBIJAKAN/ SOP

LEVEL (STRATEGIC, 

ORGANIZATIONAL, 

OPERATIONAL)

KOMPONEN SPIP YANG MASIH PERLU DITINGKATKAN 

DALAM KSOP (Lingkungan Pengendalian -LP, Kegiatan 

Pengendalian-KP, Informasi dan Komunikasi-

IK,Monitoring-M
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Tingkat Risiko Awal (Inherent)

Tanggal 

Penambahan

C Pengelolaan Barang
Strategi: Melakukan BIMTEK secara

berkelanjutan

LP  perwujudan peran aparat pengawasan intern 

pemerintah yang efektif

1. Penyusunan 

HPS                                

      

Peraturan dan Juknis

EC: optimalkan kompetensi aparatur

SDM

KP pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas 

transaksi dan kejadian

2. Pemilihan

Penyedia 

CP: dilakukan dengan koordinasi

pejabat terkait dan OPD terkait

IK Pimpinan Instansi Pemerintah wajib 

mengidentifikasi, mencatat dan 

mengkomunikasikan informasi dalam bentuk

3. Penyusunan

BAST     

M  evaluasi terpisah 4. Penyusunan SPJ

1 JUMLAH 16 9 Rata-rata 75% 50% 16

D Pengelolaan Kepegawaian

Strategi: Pendekatan petugas SPIP

terhadap personil

LP  perwujudan peran aparat pengawasan intern 

pemerintah yang efektif

Peraturan dan Juknis

EC: optimalkan Personil yang ada KP pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas 

transaksi dan kejadian

CP: rapat staf dengan personil yang

ada

IK Pimpinan Instansi Pemerintah wajib 

mengidentifikasi, mencatat dan 

mengkomunikasikan informasi dalam bentuk

M  evaluasi terpisah

Strategi: usulan anggaran

pengadaan Personil

LP  perwujudan peran aparat pengawasan intern 

pemerintah yang efektif

Peraturan dan Juknis

EC: optimalkan Personil yang ada KP pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas 

transaksi dan kejadian

CP: dilakukan dengan pelatihan

kepada personil yang ada

IK Pimpinan Instansi Pemerintah wajib 

mengidentifikasi, mencatat dan 

mengkomunikasikan informasi dalam bentuk

M  evaluasi terpisah

2 JUMLAH 16 12 Rata-rata 0,75 0,5 16

8 JUMLAH TOTAL 120 85 64

Lumajang, 01 Maret 2023

Mengetahui, SATGAS SPIP

Camat Sukodono Sekretaris Camat

INDRIONO KRISHNA MURTI, AP AGUS SETYAWAN, SE

NIP. 19730702 199311 1 001 NIP. 196511211993021003

Januari 2023 75% 50% 4 4 16Pekerjaan yang 

banyak personil 

kurang

semua tahapan Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (6.01.01) 

Operasional SOP Pengelolaan 

Kepegawaian

SOP 

Pengelolaan 

Kepegawaian

2 2 2 4 132 Adanya kualitas personil yang 

kurang berkompeten

4 4 16 01/01/2023

4 4 16Operasional Pelaksanaan

Pengadaan 

Barjas

Pedoman 

Pelaksanaan 

SiRUP dan LPSE 

Januari 2023 75% 50%3 9 6 Pengguna Barang

Kurang memahami

ketentuan prosedur

pengadaan barang

Semua tahapan Penyelenggaraan Pengawasan

Internal (kode 6.01.02)
1 Prosedur Pengadaan barang/jasa 

belum sepenuhnya dilalui sesuai 

ketentuan

4 4 16 01/01/2023 PPKom, PPK 

Verifikator 

Kurang 

memahami 

ketentuan 

prosedur 

pengadaan 

barang

4 3

1 Adanya kurang kedisiplinan 

personil yang ada di Kecamatan 

Sukodono

4 4 2 2 4 1316 01/01/2023 SOP 

Pengelolaan 

Kepegawaian

2 SOP Pengelolaan 

Kepegawaian

Januari 2023 75%Kasubag umum dan

kepegawaian kurang 

cermat dalam 

mematuhi ketentuan 

tentang peraturan 

disiplin kepegawaian

semua tahapan Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (6.01.01) 

Operasional 50% 4 4 16



PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN SUKODONO FORM PP-1A1-SPBE

TENTANG
URAIAN 

ATURAN
TENTANG URAIAN PROSEDUR URAIAN TARGET

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

A Umum/Tujuan/Pemanfaatan r

Strategi: usulan

anggaran untuk

mendukung sarana

prasarana

LP Pelayanan kepada 

masyarakat 

SK Pembentukan Tim

SOP Nomor 188/14/

427.95/2023

EC: maksimalkan

sarana dan

prasarana yang ada

KP peningkatan pelayanan 

kepada

masyarakat

IK sosialisasi pelayanan 

M komitmen terhadap 

tambahan biaya

terhadap peayananOS 1) pelaksanaan 

Pendelegasian

wewenang , 2) 

Pencatatan, 3).

Pelaporan 4). Monitoring 

Camat

Strategi: inovasi

ngopi (ngobrol

bareng pak inggih) 

LP Perangkat Desa Peningkatan 

kapastas

Aparatur Desa

Peraturan dan Juknis

EC: maksimalkan

data akurat yang ada

KP Peningkatan kapasitas 

perangkat desa

CP: peningkatan

koordinasi

IK Komitmen pelaksanaan 

juga pelaporan

M Pembinaan dan 

Pengawasan

OS Evaluasi kegiatan

2 JUMLAH 40 50 18

B Infrastruktur/Organisasional/Komponen Sistem Informasi (Hardware, Software, Brainware, dll)

Strategi: Sosialsasi

pelayanan adminduk

kepada masyarakat

LP Pentingnya dokumen 

Adminduk

bag masyarakat

Peningkatan 

kapastas

Aparatur Desa

Peraturan dan Juknis

EC: Melaksanakan

pelayanan 

pengantaran

KP Peningkatan Kualitas 

Pelayanan 

IK MengidentifikasiPelapor

an pelaksanaan 

pelayanan

administrasi terpadu 

kecamatan

M Monitoring pencapaian 

pertanggung

jawaban laporan setiap 

bulan

OS 1) pelaksanaan 

Pendelegasian

wewenang , 2) 

Pencatatan, 3). 
Strategi: Meakukan

BIMTEK secara

berkelanjutan

LP Peningkatan Kapasitas 

Aparatur

Sipil Negara baik secara 

mandiri

Peningkatan 

kapastas

Aparatur Desa

Peraturan dan Juknis

EC: Melakukan

Pembnaan, 

Pengawasan atas

pelayanan

KP penngkatan kapasitas 

perangkat

desa

IK peaksanaan 

Pendelegasian

wewenang M hadr di desa dalam 

rangka monitoring

OS 1) pelaksanaan 

Pendelegasian

wewenang , 2) 

Pencatatan, 3). 

5 JUMLAH 40 40 18

C Operasional/Teknis
Strategi: Tim 

Pelaksanaan Inovasi 

LP Perangkat Desa Peningkatan 

kapastas

Aparatur Desa

Peraturan dan Juknis

EC: Optimalkan 

SDM

KP Peningkatan kapasitas 

perangkat desa

CP: peningkatan 

kinerja

IK Komitmen pelaksanaan 

juga pelaporan

M Pembinaan dan 

Pengawasan

OS Evaluasi kegiatan

1 JUMLAH 10 10 9

2 JUMLAH TOTAL 90 100 45

Lumajang, 01 Maret 2023

Mengetahui, SATGAS SPIP

Camat Sukodono Sekretaris Camat

INDRIONO KRISHNA MURTI, AP AGUS SETYAWAN, SE

NIP. 19730702 199311 1 001 NIP. 196511211993021003

Proyeksi Risiko Akhir

Kemungkinan/ 

Likelihood
Dampak

SOP (organizational/operational)

FORMALISASI DLM SISTEM PENGENDALIAN

Pelimpahan

kewenangan  

Bupati

Kepada Camat.

Risiko

TINGKAT EFEKTIVITAS  

PENGENDALIAN BARU 

(NEW CONTIGENCY 

PLAN) TERHADAP 

DAMPAK

TINGKAT 

EFEKTIVITAS  

PENGENDALIAN 

BARU (NEW 

EXISTING CONTROL) 

TERHADAP 

LIKELIHOOD RISIKO

KEBIJAKAN (strategic)

DAFTAR RISIKO  SISA DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN /ACTION PLAN  MITIGASI RISIKO SPBE (2)

TAHUN 2023

NO PERNYATAAN RISIKO 

Tingkat Risiko Awal (Inherent)
JADWAL 

PENYELESAIAN 

PENYUSUNAN/ 

PENYEMPURNAAN 

KSOP RISK BASED

RENCANA 

PENERAPAN 

KEBIJAKAN/ SOPBatas 

Toleransi 

risiko

DAMPAK (URUSAN/ SUB 

URUSAN= Strategis) / 

PROGRAM= organisasional 

/ Kegiatan dan Kode 

Kegiatan sampai Sub 

kegiatan= operasional)

PENYEBABefektivitas 

Penerapan 

(Skala 1-5)

Existing  Control & Control  

Risk

18

Rencana Umum 

Mitigasi risiko 

(Strategi, New 

existing control, 

new  contigency 

plan )

Tahapan Proses 

Terdampak 

(Perencanaan, 

pelaksanaan, 

Pelaporan, 

pengawasan, Semua 

tahapan)

KOMPONEN SPIP YANG MASIH 

PERLU DITINGKATKAN DALAM 

KSOP (Lingkungan Pengendalian -

LP, Kegiatan Pengendalian-KP, 

Informasi dan Komunikasi-

IK,Monitoring-M

Tingkat Risiko Sisa Per 

01/01/2023

Kemungkina

n/ Likelihood
RisikoDampak

LEVEL (STRATEGIC, 

ORGANIZATIONAL, 

OPERATIONAL)

Kategori Risiko 

berdasarkan 16 

risikoUraian
Kemungkinan/ 

Likelihood
Dampak Risiko

Tanggal 

Penambahan

Rencana dan

Anggaran (5)

1 Anggaran pembangunan/

Maintenance Sistem tidak

tersedia secara memadai.

4 5

2 Perencanaan Sistem tidak

tersedia secara memadai.

4 5

Maintenance 

Peralatan dan

Perekaman KTP

masih belum

terealisasi

Pelayanan Dokumen

Adminduk terhambat

CP: pelaksanaan

Pendelegasian 

wewenang

CP: peningkatan 

pelaksanaan 

Pendelegasian 

wewenang

Operasional Fasilitasi 

pelayanan 

adminduk selesai 

di kecamatan

Pelaksanaan

CP: peningkatan 

sarana dan 

prasarana 

Pelaksanaan

Rencana Induk (1) Kurangnya 

kualitas SDM

aparatur yang

memadahi

semua tahap Dokumen yang dsusun

belum sepenuhnya

mengakomodir aturan

yg

berlaku

Tim 

Pelaksanaan 

Inovasi 

01 Januari 2023

Data dan Informasi

(10)

2001-Jan-23 254 5

5 5 2020

20 5

2501-Jan-23 Penyusunan

Dokumen

RKPdesa

dan

APBDesa

kurang

memadai

dan tidak

sesuai

dengan

amanat

Perpres 21

tahun 2020

4

Sarana dan 

Prasarana 

Adminduk 

masih belum 

memadai 

untuk 

melayani 

masyarakat 

secara tepat 

dan cepat 

9SOP Pelayanan 01 Januari 2023 SOP 3 3

901 Januari 2023 3 3SOPOrganisasi 1. Monitoring 2, 

Evaluasi

3.Pengawasan 4,

Verifkas 5, 

Pembinaan

Tim 

Pelaksanaan 

Inovasi 

01-Jan-23 Pengelolaan

Data dan

Informasi

belum

sepenuhnya

optimal, 

karena

kuanitas dan

kualitas SDM

5 254 Pengelolaan Data dan 

Informasi belum sepenuhnya 

sesuai prosedur.

4 5 20 4 Organisasi Tim 

Pelaksanaan 

Inovasi 

20 semua tahap5 3 3 9

20 01-Jan-23

01 Januari 2023 SOPKurangnya SDM 

yang

meakukan 

BIMTEK 

55 Pengelolaan Data dan 

Informasi belum sepenuhnya 

sesuai prosedur.

4 5 5 Data dan Informasi

(10)

20Pengelolaan

Data dan

Informasi

belum

sepenuhnya

optimal, 

karena

kuanitas dan

kualitas SDM

4 9Tim 

Pelaksanaan 

Inovasi 

01 Januari 2023 SOPvalidtas data masih

rendah 
3 3Organisasi

01-Jan-23 Pemutakhiran 

data kegiatan

desa belum

berjalan

optimal,

pengawasan

terhadap

berjalannya

program 

belum

berjalan

4 3 3SDM SPBE (15) Kurangnya SDM 

yang

meakukan 

BIMTEK

2 SOP 9pelaksanaan Dokumen yang dsusun

belum sepenuhnya

mengakomodir aturan

yg

berlaku

Operasional5 10 8

beum 

optimalnya 

pembinaan

dan diklat yang

diselenggarakan

untuk d ikuti

oleh aparatur,

serta

penempatan 

aparatur belum

sesuai anjab abk

25

1 Adanya Kelalaian SDM

Pengelola

2 5 10



PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN SUKODONO

FORM PP-1A1-FRAUD

TENTANG
URAIAN 

ATURAN
TENTANG URAIAN PROSEDUR URAIAN TARGET

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

A Penyalahgunaan Wewenang, Pemanfaatan Aset, Penggelapan Dana, Atau aset tak berwujud lainnya

Strategi: tanda tangan

pertanggungjawaban

LP Penegakan Integritas dan nilai 

etika

SK Pembentukan Tim

SOP Nomor 188/14/

427.95/2023

EC: Verifikasi

Pertanggungjawaban 

belanja

KP  reviu atas kinerja instansi 

Pemerintah Desa yang 

bersangkutan

CP: IK Pelaporan

M Pemantauan

OS operational

Strategi : Aplikasi

berbasis web 

LP Penegakan Integritas dan nilai 

etika

EC: memverifikasi KP pencatatan yang akurat dan 

tepat waktu atas transaksi dan 

kejadian

CP: IK Pelaporan

M Pemantauan

OS operational

2 JUMLAH 41 18

B Salah Saji Pelaporan Keuangan , laporan keuangan, atau sistem laporan keuangan internal

Strategi:Verifikasi 

Pertanggungjawaban 

pelaporan

LP Penegakan Integritas dan nilai 

etika

SK Pembentukan Tim

SOP Nomor 188/14/

427.95/2023

EC: KP otoritas atas transaksi dan 

kejadian yang penting

CP: IK Pelaporan

M Pemantauan

OS operational

Strategi : Aplikasi

berbasis web 

LP perwujudan peran aparat 

pengawasan inter pemerintah 

yang efektif

SK Pembentukan Tim

SOP Nomor 188/14/

427.95/2023

EC: memverifikasi KP pengendalian fisik atas aset

CP: IK Pelaporan

M Pemantauan

OS Organisasi

2 JUMLAH 50 18

C Suap, pemerasan, Atau Korupsi dan lainnya

c1 Suap, pemerasan, Atau Korupsi Umum

Strategi : mengikuti

bimtek / sosialisasi 

LP Penegakan Integritas dan nilai 

etika

Peraturan 

Bupati Nomor 

: 16 Tahun 

2017

SK Pembentukan Tim

SOP Nomor 188/14/

427.95/2023

EC: KP otoritas atas transaksi dan 

kejadian yang penting

CP: IK Pelaporan

M Pemantauan

OS operational

c2 Potensi Gratifikasi

Strategi : inovasi ngopi

(ngobrol bareng pak

inggih) 

LP Penegakan Integritas dan nilai 

etika

SK Pembentukan Tim

SOP Nomor 188/14/

427.95/2023

EC: KP otoritas atas transaksi dan 

kejadian yang penting

CP: IK Pelaporan

M Pemantauan

OS operational

c3 Potensi Benturan Kepentingan

SK Pembentukan Tim 

SOP Nomor 188/14/ 

427.95/2023

Pelimpahan 

kewenangan  

Bupati

Kepada 

Camat.

Peraturan 

Bupati Nomor 

: 16 Tahun 

2017

Penyebab 

(Top 10 

Internal 

Control 

Defisciences )

19

Kurangnya SDM

yang melakukan

BIMTEK

Pelaksanaan Organisasi

JADWAL 

PENYELESAIAN 

PENYUSUNAN/ 

PENYEMPURNAA

N KSOP RISK 

BASED

RENCANA 

PENERAPAN 

KEBIJAKAN/ SOP

Kemungkina

n/ Likelihood

TINGKAT 

EFEKTIVITAS  

PENGENDALIAN 

BARU (NEW 

EXISTING 

CONTROL) 

TERHADAP 

LIKELIHOOD 

RISIKO

TINGKAT 

EFEKTIVITAS  

PENGENDALIAN 

BARU (NEW 

CONTIGENCY 

PLAN) TERHADAP 

DAMPAK

Proyeksi Risiko Akhir

Dampak Risiko

1 Penggelapan dana /

anggaran / belanja atas

Penyusunan RKPDES

dan APBDES

Camat, Kasi Pemerintahan

Korcam, Kepala Desa dan 

Kaur Perencanaan

pemberian uang 

atas 

terakomodirnya 

usulan kegiatan 

dalam RKPDES 

dan APBDES

DAFTAR RISIKO  SISA DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN /ACTION PLAN MITIGASI RISIKO FRAUD (3)

NO

PERNYATAAN 

RISIKO FRAUD 

(FRAUD RISK)

Populasi/ 

Kemungkinan 

Pelaku

Fraud Scheme / 

Skema 

Kecurangan/Sce

nario

(mempertimban

gkan Fraud 

Diamond : 

insentif, 

Rasionalisasi, 

Kesempatan, 

Kapabilitas)

KEBIJAKAN (strategic)

efektivitas 

Penerapan 

(Skala 1-5)

Mitigating 

Control/ Existing 

Control (level 

transaksi, 

organisasi, 

entitas)

KOMPONEN SPIP YANG MASIH 

PERLU DITINGKATKAN DALAM 

KSOP (Lingkungan Pengendalian -LP, 

Kegiatan Pengendalian-KP, Informasi 

dan Komunikasi-IK,Monitoring-M

Batas 

Toleransi 

risiko

Fraud Scheme / Scenario 

Rating Tingkat Risiko Per 

………

Kemungkinan/ 

Likelihood

Fraud Scheme / Scenario Rating Tingkat 

Risiko Awal
Existing  Control FORMALISASI DLM SISTEM PENGENDALIAN

Kemungkinan/ 

Likelihood
Dampak

Tanggal 

Penambahan

SOP (organizational/operational)

LEVEL 

(STRATEGIC, 

ORGANIZATIONAL, 

OPERATIONAL)

Tahapan Proses 

Terdampak 

(Perencanaan, 

pelaksanaan, 

Pelaporan, 

pengawasan, 

Semua tahapan)

DAMPAK (URUSAN/ 

SUB URUSAN= 

Strategis) / 

PROGRAM= 

organisasional / 

Kegiatan dan Kode 

Kegiatan sampai Sub 

kegiatan= 

operasional)

Risiko

716 03-Jan-23 SOP 

Pembinaan dan 

Pengawasan

4 3

Dampak RisikoUraian

03-Jan-235 5

3 94 4

4 16

93 303 Januari 2023Operasional SOP pelaksanaan 

kegiatan

9Organizational 3Pedoman 

pengendalian 

Gratifikasi

03 Januari 2023Pelimpahan 

kewenangan  

Bupati

Kepada 

Camat.

2 Penyalahgunaan 

uang / barang /

kewenangan atas

jabatan 

Camat, Kasi PMD, Korcam 

dan staf PMD

Penyalahgunaan 

Wewenang dalam 

pembinaan 

administrasi desa 

tentang dokumen 

pendukung 

kegiatan 

pemberdayaan 

yang berpotensi 

terjadinya 

pemerasan/pungli 

yang

bertujuan 

memperlancar 

proses pembinaan

Pedoman 

Pelaksanaan 

RKPDES dan 

APBDES

4 4 PelaksanaanSOP Pembinaan 

dan Pengawasan

25

5

1 Pengungkapan 

pelaporan dengan

kondisi yang tidak

bener atas pelaporan

keuangan

Kasubbag Keuangan, 

Bendahara Pengeluaran, 

Sekretaris Kecamatan

adanya perbedaan 

laporan keuangan 

dan realisasi 

kegiatan

5

2 Meninggikan/  

merendahkann 

pendapatan dan/

atau biaya

pejabat,bendahara 

pengeluaran, pelaksana

adanya indikasi 

harga satuan tidak 

sesuai dengan 

anggaran belanja

255 912 3Kurang cermatnya

perencanaan

anggaran yang

mengakibatkan

beberapa kegiatan

belum/tidak

dianggarkan, 

sehingga 

meninggikan

biaya belanja

kegiatan untuk

daimbil

selisihnya dan

digunakan untuk

pembiyaan 

kegiatan

03 Januari 2023 3

4 165 25 03-Jan-23 SOP

03-Jan-23 SOP 4

4 4

4

12 Kurangnya SDM

yang melakukan

BIMTEK

3

4 Pelaporan dan

pengawasan

SOP pelaksanaan 

kegiatan

16 Operasional SOP pelaksanaan 

kegiatan

12 absent or weak

plicies and

prosedurs

Pedoman 

Pelaksanaan 

Sistem 

Akuntansi 

Pemerintah 

Daerah

12 Kurang memahami

pedoman 

pelaksanaan 

anggaran 

Perencanaan, 

Pelaksanaan

5 5 4 41 Pemerasan dalam

aktivitas Pengawasan

Pejabat, Pelaksana indikasi 

penyalahgunaan 

wewenang dan 

jabatan

25 03-Jan-23 SOP 164 03 Januari 2023Pelaksanaan Pedoman 

pengendalian 

Gratifikasi

SOP pelaksanaan 

kegiatan

Operasional 3 3 9

4 Absence of

management 

oversight

3

9Operasional Pedoman 

Pelaksanaan 

APBD 

03 Januari 2023SOP pelaksanaan 

kegiatan

3 3

5 5 25 03-Jan-211 Pemberian Suap,

hadiah, Gratifikasi

atas hasil

Pemeriksaan/ 

pengawasan

Pelaksana layanan Penerimaan Suap, 

hadiah, Gratifikasi  

untuk memberikan 

pelayanan lebih/ 

tidak ssuai 

ketentuan karena 

kewenangan

03 Januari 2023Pelaksanaan OperasionalSOP Pedoman 

pengendalian 

Gratifikasi

4 4 SOP pelaksanaan 

kegiatan

16 12

Pelimpahan 

kewenangan  

Bupati

Kepada 

Camat.

Pelimpahan 

kewenangan  

Bupati

Kepada 

Camat.

93
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JADWAL 

PENYELESAIAN 

PENYUSUNAN/ 

PENYEMPURNAA

N KSOP RISK 

BASED

RENCANA 

PENERAPAN 

KEBIJAKAN/ SOP

Kemungkina

n/ Likelihood

TINGKAT 

EFEKTIVITAS  

PENGENDALIAN 

BARU (NEW 

EXISTING 

CONTROL) 

TERHADAP 

LIKELIHOOD 

RISIKO

TINGKAT 

EFEKTIVITAS  

PENGENDALIAN 

BARU (NEW 

CONTIGENCY 

PLAN) TERHADAP 

DAMPAK

Proyeksi Risiko Akhir

Dampak Risiko

NO

PERNYATAAN 

RISIKO FRAUD 

(FRAUD RISK)

Populasi/ 

Kemungkinan 

Pelaku

Fraud Scheme / 

Skema 

Kecurangan/Sce

nario

(mempertimban

gkan Fraud 

Diamond : 

insentif, 

Rasionalisasi, 

Kesempatan, 

Kapabilitas)

KEBIJAKAN (strategic)

efektivitas 

Penerapan 

(Skala 1-5)

Mitigating 

Control/ Existing 

Control (level 

transaksi, 

organisasi, 

entitas)

KOMPONEN SPIP YANG MASIH 

PERLU DITINGKATKAN DALAM 

KSOP (Lingkungan Pengendalian -LP, 

Kegiatan Pengendalian-KP, Informasi 

dan Komunikasi-IK,Monitoring-M

Batas 

Toleransi 

risiko

Fraud Scheme / Scenario 

Rating Tingkat Risiko Per 

………

Kemungkinan/ 

Likelihood

Fraud Scheme / Scenario Rating Tingkat 

Risiko Awal
Existing  Control FORMALISASI DLM SISTEM PENGENDALIAN

Kemungkinan/ 

Likelihood
Dampak

Tanggal 

Penambahan

SOP (organizational/operational)

LEVEL 

(STRATEGIC, 

ORGANIZATIONAL, 

OPERATIONAL)

Tahapan Proses 

Terdampak 

(Perencanaan, 

pelaksanaan, 

Pelaporan, 

pengawasan, 

Semua tahapan)

DAMPAK (URUSAN/ 

SUB URUSAN= 

Strategis) / 

PROGRAM= 

organisasional / 

Kegiatan dan Kode 

Kegiatan sampai Sub 

kegiatan= 

operasional)

Risiko Dampak RisikoUraian

Strategi: inovasi ngopi

(ngobrol bareng pak

inggih) 

LP Penegakan Integritas dan nilai 

etika

SK Pembentukan Tim

SOP Nomor 188/14/

427.95/2023

EC: KP otoritas atas transaksi dan 

kejadian yang penting
CP: IK Pelaporan

M Pemantauan

OS operational

c4 Potensi Pungli

Strategi: melaksanakan

sosialisasi atau bimtek

LP Penegakan Integritas dan nilai 

etika

SK Pembentukan Tim

SOP Nomor 188/14/

427.95/2023

EC: KP otoritas atas transaksi dan 

kejadian yang penting

CP: IK Pelaporan

M Pemantauan

OS operational

4 JUMLAH 100 36

8 JUMLAH TOTAL 191 0 72

Mengetahui, Lumajang, 01 Maret 2023

Camat Sukodono SATGAS SPIP

Sekretaris Camat

INDRIONO KRISHNA MURTI, AP AGUS SETYAWAN, SE

NIP. 19730702 199311 1 001 NIP. 196511211993021003

Peraturan 

Bupati Nomor 

: 89 Tahun 

2019

Keputusan 

Bupati Nomor 

: 

188.45/182/42

7.12/2021

4 4 165 SOP1 Benturan kepentingan

dalam pengadaan

barang atau aktivitas

Pemeriksaan/ 

pengawasan

Pejabat, Pelaksana 125 25 03-Jan-21 3SOP pelaksanaan 

kegiatan

9adanya seleksi 

yang tidak objektif

4

1 Pungutan liar dalam

aktivitas pengawasan

Pelaksana layanan Penerimaan Suap, 

hadiah, Gratifikasi  

untuk memberikan 

pelayanan lebih/ 

tidak ssuai 

ketentuan karena 

kewenangan

Perencanaan, 

pelaksanaan

45 5 25 03-Jan-21 4 4 16 Tim SPIP 

Kecamatan 

Sukodono

12 absent or weak

plicies and

prosedurs

Absence of

management 

oversight

Operasional

SOP

3

Pelaksanaan

02 Januari 2022

3Operasional

Program 

Penanganan 

Benturan 

Kepentingan

93SOP pelaksanaan 

kegiatan

02 Januari 2022



PERANGKAT DAERAH :

PERIODE :

Almost Certain (5) Moderate (5) High (10) Extreme (15) Extreme (20) Extreme (25)

Likely (4) Moderate (4) High (8) Hight (12) Extreme (16) Extreme (20)

Possible (3) Low (3) Moderate (6) Hight (9) hight (12) Extreme (15)

Unlikely (2) Low (2) Moderate (4) Moderate (6) Hight (8) Hight (10)

Rare (1) Low (1) Low (2) Low (3) Mederat (4) Moderate (5)

Negligible (1) Minor (2) Moderate (3) Major (4) Catastropic (5)
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PETA RISIKO (RISK MAP)

CONSEQUENCE >>> (mitigating-contigensi plan menurunkan dampak)

PETA RISIKO 

1.A.1
2.A.2

3.A.1

1.A.1

2.A.2

3.A.1

1.A.1
1.A.1


